Menimbang

Mengingat :

BUPATI HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,

a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi

1

makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih
tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, dan
perubahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan
perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera
Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023;

. bahwa berdasarkan Pasal 335 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023.

. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repuplik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
undangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
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Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 - 2026
(Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20
Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.
Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 20);
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor S
Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Labuha Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 Nomor 5j);
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun
2021 Tahun 2021 Nomor 19).

Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten
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dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan
termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah,
yvang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA, adalah Lembaga Teknis
Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.

12. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat
Pusat dan Daerah

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Selanjutnya disingkat RKPD adalah

Dokumen Perencanaan daerah Untuk Periode 1 (satu) tahun;

14, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perubahan

perencanaan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 2

. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Kabupaten
Halmahera Selatan;

. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud

ayat 1 merupakan pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) Perubahan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2023;

Pasal 3

. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2

memuat materi pokok antara lain sebagai berikut:
BAB1I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD
TRIWULAN II TAHUN 2023
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BABIV ~ SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP

. Uraian lebih lanjut materi pokok Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan
tersendiri oleh Kepala Daerah.

Pasal 5
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 09 Agustus 2023
BUPATI HALMAHERA SELATAN

USMAN SID

Diundangkan di Labuha
Pada Tanggal 09 Agiis

NIP. 19696407 199702 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR ....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD

RUSDI HASAN,SH.M.H

NIP. 19830704 200803 1 002




